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ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kepada wajib pajak akibat
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu memberikan pedoman
pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan dan penerbitan produk hukum
perpajakan atas pelayanan administrasi perpajakan tersebut di Direktorat Jenderal Pajak
dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease
2019.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262)
sebagaimana diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.62, TLN
No.4999), UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN No.3263) sebagaimana diubah
terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133, TLN No0.4893), UU 8 Tahun
1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No.3264) sebagaimana diubah terakhir dengan UU 42
Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.150, TLN No.5069), UU 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985
No.68, TLN No.3312) sebagaimana telah diubah dengan UU 12 Tahun 1994 (LN Tahun
1994 No.62, TLN No.3569), UU 13 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No.69, TLN No.3313), UU
24 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.66, TLN No.4723), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008
No.166, TLN No.4916).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam Keadaan Kahar, jatuh tempo penyelesaian Pelayanan Administrasi Perpajakan
dapat diperpanjang untuk jangka waktu penyelesaian tertentu. Perpanjangan jangka
waktu penyelesaian tidak berlaku jika mengakibatkan penyelesaian atas Pelayanan
Administrasi Perpajakan melampaui jangka waktu penyelesaian yang telah diatur dalam
undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau peraturan
pemerintah.

Dalam Keadaan Kahar, Wajib Pajak menyampaikan permohonan Pelayanan Administrasi
Perpajakan secara elektronik dilampiri dengan Dokumen Persyaratan. Dalam hal Wajib
Pajak menyampaikan permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melalui SPT, penyampaian SPT tersebut harus dilakukan
melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan mengenai tata cara penyampaian
permohonan, penerbitan produk hukum, dan jangka waktu penyelesaian Pelayanan
Administrasi Perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri dan/atau Peraturan
Direktur Jenderal Pajak dinyatakan tidak berlaku sampai periode Keadaan Kahar berakhir.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 April 2020.



